BAB Il
DINAMIKA DAN DOKTRINASI POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA
SERIKAT, SERTA IMPLEMENTASINYA DI IRAK DAN WILAYAH TIMUR-
TENGAH

Pasca berakhirnya perang dingin (cold war), Amerika Serikat bersama-sama dengan
negara-negara yang menjadi sekutunya berhasil membangun imperium hegemoni
internasional, baik pada bidang sosial, politik ataupun keamanan. Pencapaian ini ternyata
tidak lepas dari orientasi politik luar negeri Amerika Serikat yang ternyata dipengaruhi oleh

faktor historis, seperti yang diamanatkan oleh para tokoh pendiri (founding father) negara ini.

Dinamika politik luar negeri Amerika Serikat ternyata tidak lepas dari wilayah Timur-
Tengah. Hal ini disebabkan karena wilayah ini menjadi bagian dari pivot point kepentingan
nasional Amerika Serikat, baik pada bidang politik, ekonomi atau keamanan. Salah satu
negara di wilayah Timur-Tengah dalam hal ini adalah Irak. Pada bab Il ini akan diuraikan
lebih lanjut tentang doktrinasi politik luar negeri Amerika Serikat dan implementasinya di

Irak dan wilayah Timur-Tengah.
A. Dinamika dan Doktrinasi Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri memiliki peranan penting sebagai bagian dari upaya pencapaian
kepentingan nasional suatu negara. Pada era globalisasi terdapat perbedaan orientasi politik
luar negeri antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelompok negara
berkembang berupaya mencapai kepentingan nasional dalam konteks pragmatisme,
sedangkan bagi negara maju implementasi politik luar negeri ditujukan untuk membangun

imperium kekuasaan dan pengaruh terhadap negara-negara satelit.



Kemudian terbentuknya politik luar negeri juga tidak lepas dari doktrinasi politik. Hal
ini disebabkan karena doktrinasi politik berkaitan dengan gagasan dan nilai-nilai historis dari
para tokoh pendiri (founding father). Konsep ini ternyata juga berlaku bagi Amerika Serikat.

Secara harfiah/etimologi doktrin adalah sebuah tindakan atau pemaksaaan kepada
individu, kelompok bahkan pemerintahan suatu negara. Doktrin merupakan ketentuan yang
harus dapat diyakini kebenarannya untuk dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan/agenda
tertentu. Bagi politik-pemerintahan Amerika Serikat doktrin memiliki peranan penting
sebagai bagian dari orientasi politik luar negeri dan pencapaian kepentingan nasional negara
ini.

1. Dinamika Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Keberadaan politik luar negeri Amerika Serikat memiliki perkmbangan yang sangat
pesat dari politik isolasionis menjadi politik aktifis sebagai bagian dari perubahan dinamika
politik dalam negeri dan konstelasi politik global. Politik isolasionis sendiri merupakan
pilihan dari para pengambik keputusan di Amerika Serikat sepanjang abad 16 hingga awal
abad ke 20. Pilihan ini diambil sebagai konsekuensi dari sikap tidak ingin mencampuri urusan
bangsa lain. [erang antar bangsa di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 merupakan faktor
eksternal yang ikut mendorong sikap isolasionis tersebut.*

a. Politik Isolasionis

Politik luar negeri Isolasionisme adalah salah satu dari politik luar negeri yang
diadopsi oleh beberapa negara yang tidak ingin menjadi bagian dari salah satu aliansi,
membuka hubungan perdagangan dan komitmen ekonomi dengan negara lain. Isolasionisme
dapat dicirikan dari dua sikap yang ditonjolkan oleh negara tertentu tersebut, yaitu

proteksionisme dan non intervensi. Politik luar negeri isolasionisme bertujuan untuk
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mengutamakan pendistribusian segala sumber daya kepada daerah di negara tersebut dan
untuk menjaga kedamaian dan hubungan baik dengan negara lain.?

Penerapan politik isolasionisme dalam politik luar negeri suatu negara sebenarnya
masih sering mengalami perdebatan. Karena politik luar negeri isolasionisme ini akan
memberikan dampak tersendiri kepada standar kehidupan dan kemampuan pemerintah untuk
mengatur industri ekonomi negaranya. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang pernah
menggunakan politik isolasionisme dalam politik luar negerinya. Isolasionisme adalah salah
satu sejarah dalam politik luar negeri Amerika. Fromkin pernah menuliskan di dalam buku
miliknya bahwa semenjak perang Amerika-Spanyol, dalam setiap kebijakannya dapat
disimpulkan bahwa Amerika adalah negara Isolasionis alami. Bahkan hingga perang dunia 11,
dapat disimpulkan bahwa Isolasionisme merupakan norma politik luar negeri Amerika
Serikat.

Politik isolasionisme Amerika dapat dilihat dengan jelas pada saat terdapat aliansi-
aliansi eropa untuk berperang pada masa perang dunia. Pada saat itu, Amerika memiliki
kecenderungan untuk enggan bergabung dengan salah satu aliansi. Politik Isolasionisme
Amrika terhadap aliansi-aliansi Eropa ini menunjukkan bahwa Amerika pada saat itu
memiliki sudut pandang dan pola pikir yang umumnya berbeda dengan masyarakat Eropa.
Disini dapat disimpulkan bahwa politik Isolasionisme Amerika tidak lebih kepada penutupan
hubungan Amerika secara jelas dengan dunia luar, namun terhadap pandangan dan pola pikir
Amerika yang berbeda dengan mayoritas negara Eropa sehingga Amerika tidak mengikuti
tren aliansi yang ada pada saat itu. Presiden George Washington dalam pidato perpisahannya
juga membahas tentang pandangan politik luar negeri Amerika ini.

b. Politik Era Perang Dingin

2 1bid.



Munculnya kasus Perang Dingin ternyata tidak lepas dari latar belakang terbentuknya
peta politik baru di wilayah Eropa. Negara-negara sekutu di bawahkepemimpinan Amerika
Serikat berhasil membelah Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada kasus ini
Amerika Serikat dan Sekutunya berhasil mempengaruhi Jerman Barat, sedangkan Rusia
berhasil mempengaruhi Jerman Timur.

Masalah Jerman tidak senantiasa timbul antara tahun 1806 dan 1990. Pada era
Kekaisaran Jerman yang berlangsung dari tahun 1871 sampai 1918, tak seorang pun akan
sampai berbicara mengenai masalah Jerman yang perlu dipecahkan. Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa masalah Jerman kembali muncul di permukaan paling lambat pada tanggal
8 dan 9 Mei 1945, ketika Reich Jerman menyerah tanpa syarat kepada negara-negara
pemenang Perang Dunia Il. Pembelahan Jerman merupakan solusi sementara untuk masalah
itu. Pemecahannya yang final ialah penggabungan kedua negara Jerman yang disertai
pengakuan perbatasan negara menurut letaknya pada tahun 1945. Inilah yang kemudian
memiliki keterkaitan dengan dinamika perang dingin.’

Perang dingin adalah sebutan bagi sebuah periode dimana terjadi konflik, ketegangan,
dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta sekutunya disebut Blok Barat) dan Uni Soviet
(beserta sekutunya disebut Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947—1991. Persaingan
keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer, ideologi, psikologi, dan tilik sandi,
militer, industri, dan pengembangan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir dan
persenjataan, dan banyak lagi. Ditakutkan bahwa perang ini akan berakhir dengan perang
nuklir, yang akhirnya tidak terjadi. Istilah "Perang Dingin" sendiri diperkenalkan pada tahun
1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan

hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.
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Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer, ideologi, psikologi,
dan tilik sandi, militer, industri, dan pengembangan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir
dan persenjataan, dan banyak lagi. Ditakutkan bahwa perang ini akan berakhir dengan perang
nuklir, yang akhirnya tidak terjadi. Istilah "Perang Dingin" sendiri diperkenalkan pada tahun
1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan
hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Setelah AS dan Uni Soviet
bersekutu dan berhasil menghancurkan Jerman Nazi, kedua belah pihak berbeda pendapat
tentang bagaimana cara yang tepat untuk membangun Eropa pascaperang. Selama beberapa
dekade selanjutnya, persaingan di antara keduanya menyebar ke luar Eropa dan merambah ke
seluruh dunia ketika AS membangun "pertahanan” terhadap komunisme dengan membentuk
sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur
Tengah, dan Asia Tenggara.

c. Politik Pasca Perang Dingin

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional bipolar
dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang
bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-
negara di dunia ini. Pasca perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan
ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional
yang sebelumnya lebih fokus pada politik dan keamanan akhirnya berubah pada hak asasi
manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan juga terorisme.*

Dinamika Hubungan Internasional menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang
sangat berbeda dengan masa — masa sebelumnya (sebelum perang dingin). Ada banyak
contoh yang dapat kita sebut untuk memperkuat pernyataan di atas. Seperti berakhirnya

perang dingin, mengemukanya isu isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah
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dunia seperti kelompok etnis, munculnya terorisme internasional, mengemukanya globalisasi
dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan kecenderungan
internasionalisasi isu - isu local.

Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasionalpun mengalami pergeseran.
Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap
berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan
antar bangsa.

Pasca Perang Dingin sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru. Pertama, pada
era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas. Pakar Hubungan
Internasional dari Universitas Indonesia ini menyebutkan, lingkungan internasional sekarang
lebih kabur, lebih tidak menentu dan lebih mengandung kompetisi meraih akses pada ilmu,
modal dan pasar di negara-negara kaya. Kedua, sorotan ini tidak terlalu baru tapi sekarang
muncul ke permukaan yakni soal keamanan regional.

2. Doktrinasi Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Sejak runtuhnya komunisme di akhir dekade 90-an, banyak pihak mengatakan bahwa
hubungan internasional mengalami perubahan yang mendasar. Episode sejarah ini menandai
tampilnya Amerika Serikat sebagai (hingga kini) satu-satunya negara adikuasa, sekaligus
menandaskan keunggulan kapitalisme. Keadikuasaan ini identik dengan hegemonisme yang
diusung oleh para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat demi mencapai tujuan

‘imperium Amerika'.

Sejalan dengan perubahan ini, keinginan banyak orang agar Amerika Serikat bisa
lebih 'bijaksana’ dan mampu menjadi hegemon yang ‘ramah’ tampaknya tinggal menjadi
angan-angan. Apalagi setelah peristiwva WTC 11 September 2001, yang membuat Amerika

Serikat seolah paling berkuasa di seluruh dunia dengan dalih 'war on terrorism'. Istilah-istilah



seperti unilateralism dan pre-emptive strike, yang sejatinya telah dikenal jauh sebelumnya,
kini semakin mengemuka seiring dengan semakin luasnya “peperangan melawan teroris"

yang dijalankan oleh Amerika Serikat di berbagai penjuru bumi.

Intervensi Amerika Serikat dalam mendukung stabilitas keamanan, khususnya dalam
menangani terorisme pasca WTC ternyata dipengaruhi oleh doktron-doktrin yang telah
diamanatkan oleh para tokoh pendiri, antara lain sebagai berikut :

a. Doktrin Monroe
Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri yang terkenal pada masa

pemerintahan Presiden James Monroe. Doktrin ini lahir muncul pada tanggal 2

Desember 1823. Pada saat itu Presiden Monroe melarang segala tindakan campur

tangan negara-negara Eropa terhadap Amerika Serikat. Doktrin ini juga menegaskan

bahwa Amerika Serikat akan bersikap netral terhadap segala konflik-konflik yang
mungkin akan muncul di Eropa pada masa yang akan datang. Doktrin ini tidak secara
langsung menjadi doktrin nasional. Namun baru pada tahun 1840 doktrin ini mulai
diperhitungkan setelah terjadi beberapa peristiwa seperti upaya Inggris dan Prancis
untuk melibatkan diri dalam aneksasi Texas, serta perselisihan Inggris di Oregon dan

keterlibatannya di California.’

Dalam sejarahnya doktrin ini dikeluarkan untuk menanggapi intervensi dari
negara-negara Eropa ke wilayah Amerika Serikat seperti Rusia yang mencoba
menebarkan pengaruhnya di Alaska, Amerika Tengah, dan Selatan serta adanya
kebangkitan kolonialisme dari Spanyol. Juga termasuk Inggris yang mulai
menebarkan pengaruhnya di wilayah Amerika. Dikeluarkannya deklarasi atau doktrin

ini sesunggunya merupakan monopoli Amerika Serikat untuk menguasai Amerika

® «Our Document Doctrine Monroe”, dalam http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=23,

diakses pada tanggal 24 November 2014.
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Selatan dan Tengah. Pada akhirnya doktrin Monro ini juga digunakan oleh Presiden

Amerika Serikat seperti John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt.°

b. Doktrin Truman

Doktrin Truman berasal dari pidato Presiden Harry Truman pada tanggal 12
Maret 1947. Saat itu Truman melakukan pidato sebagai akibat dari keputusan Inggris
untuk menghentikan bantuan militer dan ekonominya kepada pemerintah Yunani
dalam perang sipil melawan Partai Komunis Yunani. Truman meminta kepada
anggota Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan kepada Yunani untuk
melawan Komunis, selain itu Truman juga mengusulkan untuk membantu Turki

karena Inggris juga sudah “lepas tangan” terhadap negara tersebut.’

Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk
menghambat menyebarnya nilai-nilai komunis. Mereka khawatir apabila Partai
Komunis Yunani dapat memenangi perang sipil maka pengaruh ideologi Komunisme
bersama Uni Soviet juga akan menyebar luas di Yunani. Untuk itu Presiden Truman
mengusulkan kepada Kongres untuk segara memberikan dana bantuan kepada Yunani
dan Turki senilai $400.000.000 serta mendukung pengiriman personil sipil dan militer

Amerika Serikat ke kedua negara tersebut.?

Keputusan Truman ini akhirnya disetujui pada tanggal 22 Mei 1947 dengan
dua alasan. Yang pertama adalah karena Presiden Truman berpendapat jika
peperangan sipil di Yunani dimenangkan oleh kelompok Komunis maka akan

menciptakan ketidakstabilan pollitik di Turki, dan pada akhirnya ketidakstabilan
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tersebut akan menyebar ke seluruh daerah Timur Tengah. Hal ini menurut Amerika
Serikat tentu saja tidak bisa dibiarkan karena Amerika Serikat sendiri mempunyai
kepentingan yang sangat besar di negara-negara Timur Tengah. Yang kedua adalah
pendapat Presiden Truman bahwa Amerika Serikat dipaksa untuk membantu “free
peoples” dalam perjuangan mereka melawan “totalitarian regimes”. Rezim totaliter
menurut Amerika Serikat hanya akan merusak perdamaian internasional sehingga
keberadaannya harus segera dihapuskan.
c. Doktrin Nixon

Doktrein Nixon muncul pada tahun 1969 ketika Richard Nixon menjabat
sebagai presiden Amerika Serikat. Ketika itu perang Vietnam telah berlangsung
selama empat tahun. Perang tersebut telah merenggut kurang lebih 25000 nyawa
tentara Amerika Serikat maupun Vietnam. Dan nampaknya perang tersebut tidak
membawa perkembangan signifikan bagi Amerika Serikat.’

Ketika masa kampanye presiden tahun 1968 , Presiden Nixon menjanjikan
adanya perdamaian terhormat di Vietnam. Ketika Nixon berkunjung ke Guam, pada
tanggal 25 Juli 1969 presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat
“cukup tegas pada dua poin”. Yang pertama adalah meyakinkan teman Amerika di
Asia bahwa “Kami akan menjaga komitmen perjanjian kita” “Namun, sejauh masalah
pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang menggunakan senjata
nuklir” Amerika Serikat akan mengambil sikap yang berbeda. Pada masalah Vietnam
War Amerika Serikat melalui presidennya mengumumkan rencana Vietnamization.
Dimana Amerika akan menarik perlahan-lahan pasukannya dari konflik di Asia
Tenggara dan digantikan oleh pasukan Vietnam Selatan. Pada tahun 1973, Amerika

Serikat dan Vietnam melakukan perjanjian perdamaian secara resmi. Dan dua tahun

% “Nixon Doctrine and Cold War in Persian Gulf”, dalam http://www.coldwarstudies.com/2010/06/07/the-nixon-
approach-iran-and-iraq/, diakses pada tanggal 24 November 2014.
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kemudian Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan kemudian bersatu
kembali di bawah rezim komunis.
d. Doktrin Bush

Doktrin ini merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada saat
pemerintah George W. Bush. Ungkapan ini pertama kali digunakan oleh Charles
Krauthammer pada bulan Juni 2001 untuk menggambarkan penarikan sepihak
Amerika Serikat dari perjanjian ABM dan Protokol Kyoto. Setelah kejadian 9/11
muncul kebijakan Amerika untuk memiliki hak dalam mengamankan diri dari negara-
negara yang menjadi “sarang” atau memberi bantuan pada terorisme. Doktrin Bush
ini sendiri menekankan pada perlawanan terhadap terorisme. Amerika Serikat
mengambil kebijakan kontroversial untuk menggulingkan rezim yang dianggap akan

mengancam keamanan Amerika Serikat.*°

Berbagai kebijakan ini secara spesifik terdapat dalam teks Dewan Keamanan
Nasional yang berjudul National Security Strategy of the United States yang
diterbitkan pada tanggal 20 September 2002. Doktrin Bush ini dapat didefinisikan
sebagai kumpulan prinsip-prinsip strategi, keputusan kebijakan, dan ide-ide atau dasar
pemikiran yang akan membimbing Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan
luar negerinya. Di dalam doktri ini juga terdapat dua pilar utama yaitu pertama,
serangan preemptive terhadap musuh potensial dan kedua, = mempromosikan

perubahan rezim menjadi lebih demokratis.**

Melalui uraian di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa politik luar negeri
Amerika Serikat jika ditinjau dari faktor sejarah ternyata negara ini telah melalui serangkaian

sejarah yang panjang. Dinamikanya berawal dari pada politik isolasionis sebelum era Perang

10 «Bush Doctrine”, dalam https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wikil00k/docs/Bush_Doctrine.html,
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Dunia-1l. Kemudian politik luar negeri Amerika Serikat dapat berkembang sesuai dengan
berkembangnya masa dalam kondisi konteks kekinian (current condition). Ini menegaskan
bahwa perubahan yang terjadi ternyata dilatarbelakangi oleh dinamika politik dalam dan luar
negeri, serta aktor-aktor politik dalam negeri Amerika Serikat, yaitu Presiden dan kabinetnya,

partai politik, kelompok kepentingan hingga masyarakat.
B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Wilayah Timur-Tengah

Politik luar negeri Amerika di Timur Tengah bertolak dari masa kemunculan
Amerika, sebuah masa di mana pemikiran imperialisme terbentuk dalam benak para politikus
dan boss-boss perusahaan di Amerika yang saling mendukung dan membutuhkan. Okupasi
Timur Tengah sebagai sebuah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam merupakan
kunci bagi terwujudnya impian ini. Salah-satunya demi penguasaan bahan-bahan mentah
yang nantinya untuk “menghidupi” industri dan, tentu saja, demi membiayai Amerika itu

sendiri, selain demi memperkuat politik dan ekonomi.

Istilah "Timur Tengah' mengarah kepada wilayah budaya, jadi tidak mempunyai batas
tertentu. Definisi yang umum dipakai yaitu wilayah yang terdiri dari: Bahrain, Siprus, Mesir,
Turki, Iran (Persia), Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi,
Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman dan Palestina. Timur Tengah merupakan sebuah wilayah
yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Pusat
dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia serta wilayah
yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab dan Semenanjung Sinai. Kadangkala disebutkan
juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan

di sebelah timur dan Kaukasus dan/atau Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa



organisasi internasional (seperti PBB) umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah

wilayah Asia Barat Daya (termasuk Siprus dan Iran) ditambah dengan Mesir.*?

Wilayah tersebut mencakup beberapa kelompok suku dan budaya termasuk suku Iran,
suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria, suku Kurdi dan suku
Turki. Bahasa utama yaitu: bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Assyria, bahasa
Kurdi dan bahasa Turki. Kebanyakan sastra barat mendefinisikan Timur Tengah sebagali
negara-negara di Asia Barat Daya, dari Iran (Persia) ke Mesir. Mesir dengan semenanjung
Sinainya yang berada di Asia umumnya dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah,

walaupun sebagian besar wilayah negara itu secara geografi berada di Afrika Utara.

Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya
peristiwa-peristiwa dunia, dan menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari segi
kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Timur Tengah
mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar dan merupakan tempat kelahiran
dan pusat spiritual agama Yahudi, Kristen dan Islam.

Batasan Timur Tengah.'®

Istilah Timur Tengah mengarah kepada wilayah budaya, jadi tidak memiliki batas
tertentu. Definisi yang umum dipakai yaitu wilayah yang terdiri dari: Bahrain, Siprus, Mesir,
Turki, Iran (Persia), Irak, Palestina, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi,
Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman dan Palestina. Iran merupakan batas yang paling timur,
terkadang dengan memasukkan Afganistan dan Pakistan barat karena kedekatannya (secara
suku dan agama) dengan kelompok mayoritas dari masyarakat Iran. Juga karena keterkaitan

sejarah karena pernah menjadi bagian dari kerajaan yang wilayahnya mencakup daerah-

12 “BBC News : Middle East”, dalam http://www.bbc.co.uk/news/world/middle_east/, diakses pada tanggal 24
November 2014.

13 “MiddleEast : International News”, dalam http://www.nytimes.com/pages/world/middleeast/index.html,
diakses pada tanggal 24 November 2014.
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daerah tersebut. Afganistan, Tajikistan dan Pakistan barat memiliki hubungan budaya, bahasa
dan sejarah dengan Iran. Sementara hubungan antara Iran dengan negara-negara Arab karena

adanya hubungan agama dan kedekatan secara geografi.

Keterlibatan langsung melalui implementasi politik luar negeri Amerika Serikat
dikawasan Timur Tengah dalam pengerahan kekuatan besenjata dalam skala besar terjadi
sejak Oktober 2001, setelah serangan WTC 11 September, Amerika Serikat memulai
kampanye perang melawan terorisme di Afghanistan, dengan tujuan menggulingkan
kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda, untuk menangkap Osama bin Laden.
Aliansi Utara Afghanistan adalah mayoritas pasukan, dengan dukungan dari Amerika Serikat
dan negara-negara NATO antara lain Inggris, Perancis, Belanda, dan Australia. Sandi operasi
adalah Operation Enduring Freedom. Dalam konflik di Afghanistan, pemerintahan Taliban
yang digulingkan adalah penganut Sunni, demikian juga Al-Qaeda juga dari Sunni. Setelah
Presiden Obama menjabat, sejak 2011 pasukan di Afghanistan mulai ditarik dan diperkirakan

pada 2014 akan selesai.™

Permusuhan terjadi di Afghanistan yang melawan Amerika Serikat terdiri dari Al-
Qaeda, Taliban dan kelompok Haggani. Konflik kedua berupa perang Irak, dimana Amerika
Serikat melakukan invasi ke Irak pada 18 Maret 2003, menjatuhkan pemerintahan Partai
Baath dibawah Saddam Husein. Pemerintahan yang dijatuhkan adalah Muslim Sunni, dan
kemudian pemerintahan baru dikuasai oleh Syiah yang dipimpin oleh PM Nauri al-Maliki.
Amerika Serikat menyatakan perang Irak selesai pada 15 Desember 2011. Pada 14 Agustus
2014, PM lrak, al-Maliki dibawah banyak tekanan menyatakan mengundurkan diri, dimana
selama ini dia dituduh memonopoli kekuasaan dan mengejar agenda keras pro-Syiah yang

telah mengasingkan minoritas Sunni.

Y «US Policy in Middle East”, dalam http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/09/23-us-policy-
middle-east-indyk, diakses pada tanggal 22 November 2014.
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Dari beberapa konflik di kawasan itu, sebenarnya apabila dipelajari dengan teliti
terutama bersumber dari konflik antara penganut Islam Sunni dengan Islam Syiah. Dari
sejarah, ada dua negara pendukung utama, Syiah didukung oleh Iran dan Sunni didukung
oleh Arab Saudi. Secara lebih spesifik Thomas L.Friedman mengatakan bahwa ada tiga
perang saudara berkecamuk di dunia Arab saat ini yaitu ; perang saudara dalam Islam Sunni
antara Jihadis radikal dan moderat Muslim Sunni utama dan rezim; perang saudara di seluruh
wilayah antara Sunni yang didanai oleh Arab Saudi dan Syiah didanai oleh Iran; dan perang
saudara antara jihadis Sunni dan semua minoritas lainnya di wilayah ini, yaitu Yazidi,
Turkmen, Kurdi, Kristen, Yahudi dan Alawi. Oleh karena itu maka keterlibatan Amerika
Serikat selama ini dalam pendudukan Afghanistan dan Irak tanpa sadar telah membuka pintu

masuk pengaruh Iran yang Syiah ke seluruh kawasan.

Keberadaan wilayah Timur-Tengah bagi Amerika Serikat memiliki peranan yang
sangat penting. Beberapa kepentingan strategis pasca Perang Dingin antara lain
penyebarluasan agenda demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, terdapat
kepentingan lainnya yaitu minyak bumi, diman Timur-Tengah menjadi wilayah penghasil
minyak bumi terbesardan terbaik di dunia. Kepentingan lainnya adalah penjualan
persenjataan (arms sale), dimana banyaknya konflik di wilayah ini menjadikan potensi yang

sangat strategis bagi penjualan senjata-senjata Amerika Serikat.'®

Irak dan Suriah merupakan dua negara di wilayah Timur-tengah yang memiliki
peranan penting bagi politik luar negeri Amerika Serikat. Kedua negara ini secara geo-politik
berbatasan secara langsung, sehingga dinamika politik di Irak dan Suriah tentunya akan dapat

saling mempengaruhi.

1. Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Irak

15 “Menelusuri Kepentingan AS di Timur-Tengah”, Republika, 8 Mei 2010.



Keberadaan Irak dan Amerika Serikat sebagai dua negara yang saling berseberangan
pada periode tahun 2006-2012 ternyata juga pernah mengalami hubungan harmonis. Hal
pertama kali terbangun pada dekade 1960-an, saat Amerika Serikat dan Inggris mengadakan
kunjungannya ke Baghdad untuk mempromosikan perang terhadap komusnime (againts

communism campaign).*®

Kedatangan pihak Amerika Serikat ke Irak juga tidak lepas dari bujukan Saddam
Hussein dalam upayanya membina hubungan baik dengan negara ini, dengan tujuan untuk
mendapatkan dukungan dalam rangka melawan kudeta yang dilakukan oleh Abdul Karim
Kasim. Dalam kerjasama kedua negara tersebut, Irak juga berhasil bergabung dengan

organisasi Irak yang dinamakan dengan Pakta Baghdad Anti Soviet."’

Pada pertengahan tahun 1960-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Irak semakin
membaik karena secara sukarela, Amerika Serikat melalui CIA (Central Inteligent Agency)
berhasil mengirimkan tenaga kesehatan dan dokter, profesional, guru pengajar dan insinyur
teknik. Selain itu, Amerika Serikat juga berhasil mendukung Irak dalam perang yang

melibatkan Iran pasca revolusi di negara tetangga Irak ini.

Sejak meletusnya Revolusi Islam Iran yang dimotori kaum mullah (ulama Syiah)
dengan Imam Khomeini sebagai pemimpinnya, hubungan Teheran-Baghdad tidak pernah
akur. Bahkan pada September 1980, Baghdad secara sepihak membatalkan perjanjian Algiers
1975 (perjanjian perdamaian Irak-lran) dan menyerbu Iran yang mengakibatkan berkobarnya
perang Teluk I. Tujuan dan maksud utama penyerbuan rezim Saddam Hussein pada waktu itu

adalah untuk menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Imam

Amerika Serikat menganggap Iran sebagai ancaman bagi sekutunya di Timur Tengah

termasuk Arab dan israel. Revolusi Islam Iran juga telah membuat Amerika Serikat

16 «“A Tyrant 40 Years in Making”, dalam h http://www.nytimes.com/2003/03/14/opinion/a-tyrant-40-years-in-
the-making.html, diakses pada tanggal 25 November 2014.
17 H

Ibid.
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kehilangan kendali atas Iran yang dulu merupakan salah satu sekutunya untuk menghambat
pengaruh komunisme Uni Soviet. Atas dasar itulah maka Amerika Serikat memberikan

dukungan terhadap invasi Irak terhadap Iran pada perang Teluk | (tahun 1980-1988).'8

Dengan demikian maka dapat ditarik ‘benangmerah’ bahwa keberadaan Amerika
Serikat melalui politik luar negerinya di Irak sebenarnya telah melalui serangkaian sejarah
yang panjang. Pada mulanya hubungan antara Irak dan Amerika Serikat dapat berlangsung
secara harmonis, dimana ini berkaitan dengan upaya kedua negara dalam melawan kekuatan

Iran pada Perang Teluk I.

Seiring dengan berkembangnya waktu, hubungan antara Amerika Serikat terhadap
Irak kemudian memburuk akibat muncuknya isu terorisme, dimana pasca tragedi World
Trade Centre (WTC) 11 September 2001, Amerika Serikat menjalankan kampanye perang
terhadap terorisme. Kasus kepemilikan senjata pemusnah masal dan upaya untuk mengakhiri
rezim otoritarianis Saddam Hussein yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung-

jawab dalam isu genosida dan terkait dengan kelompok fundamental (terorisme) regional.
2. Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Suriah

Suriah (Syria), secara resmi Republik Arab Suriah, adalah sebuah negara di Asia
Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania. Utara berbatasan
dengan Turki. Timur berbatasan dengan Irak. Barat daya berbatasan dengan Y ordania selatan,
dan Israel. Ibu kotanya Damaskus adalah salah satu kota tertua terus dihuni di dunia. Pada era
Islam sebelumnya, Damaskus merupakan tempat ibukota Kekhilafahan Bani Umayyah dan
ibu kota provinsi dari Kesultanan Mamluk di Mesir. Dinasti Umayyah digulingkan oleh
Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 dan memindahka ibokotanya ke Baghdad. Suriah memiliki

merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan agama yang beragam, diantaranya

18 “United States Support of Iraq During Iraq-Iran War”, http://www.gwu.edu., diakses pada tanggal 26 Mei
20009.
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Alawite, Sunni dan Kristen Arab, Armenia, Assyria, Druze, Kurdi, dan Turki. Muslim Arab

Sunni merupakan kelompok penduduk terbesar (mayoritas) di Suriah.™

Sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Suriah telah terjalin sejak 1835 saat
Amerika Serikat ikut memprakarsai Deklarasi Allepo yatu penyerahan kekuasaan dari Turki
Ottoman ke pihak Lebanon. Dalam perkembangannya di tahun 1974 pihak Amerika Serikat
melalui Presiden Ricard Nixxon juga ikut berkontribusi dalam mendamaikan konflik antara

Suriah dan Israel pada tahun tersebut.?

Kemudian pada era moderen, Amerika Serikat di bawah Geoge W. Bush juga ikut
berkontribusi dalam mendukung stabilitas keamanan Suriah pasca tragedi WTC 11
September 2001. Di Suriah, Amerika Serikat berhasil memberikan dukungan pelatihan
kepada pasukan militer Suriah, dimana kebijakan luar negeri ini ditujukan sebagai penyangga
(buffer) bagi stabilitas dalam negeri Irak yang menjadi target invasi pasukan multinasional

pada tahun 2004.%

Keberadaan Suriah memang menjadi negara yang memiliki peranan penting bagi
perkembangan Islamic State of the Iraq and Syria (ISIS).dimana cikal-bakal organisasi ini
muncul pertama kali di Suriah saat masih bernama Jamaat al-Tauhid al-Jihad dan kemudian
meluas ke wilayah-wilayah lain, yaitu Mesir, Aljazair, Yaman dan yang paling parah adalah
Irak. Dengan kata lain Suriah menjadi negara pertama kali bagi inseminasi jaringan ISIS
sebagai organisasi teroris regional Timur-Tengah sehingga menjadi penting bagi fokus politik
luar negeri Amerika Serikat yang tentunya berkaitan dengan dinamika atau kasus-kasus yang

terjadi di Irak.

19 «Syria World News”, dalam http://www.theguardian.com/world/syria, diakses pada tanggal 1 Desember 2014.
2 «US Relations With Syria’, dalam http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm, diakses pada tanggal 1
Desember 2014.
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Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa politik luar negeri Amerika Serikat
merupakan transformasi dan ide dan nilai-nilai para tokoh pendiri negara ini. Secara tekstual
politik luar negeri ditujukan untuk mendukung liberalisme, demokrasi dan HAM, dimana hal
ini berkaitan dengan dinamika politik keamanan internasional. Ketentuan-ketentuan ini
kemudian secara berkelanjutan ditransformasikan oleh setiap rezim di Amerika Serikat,
terlepas apakah figur pemimpin tersebut berasal dari kubu Partai Demokrat ataupun

Republik.

Keberadaan wilayah Timur-Tengah memiliki peranan penting bagi Amerika Serikat.
pada tahun 2014 wilayah ini, khususnya Irak dihadapkan pada persoalan keamanan regional
dan internasional, yaitu adanya gerakan ISIS. Organisasini ini dipandang Amerika Serikat
sebagai kelompok radikal yang sangat berbahaya karena kerap kali menggunakan tindakan-
tindakan kekerasan hingga aksi genosida, bukan hanya terhadap masyarakat non-Islam di
Irak, namun juga sesama masyarakat Islam, yaitu Syiah. Pada bab selanjutnya (bab 111) akan

diuraikan lebih lanjut tentang deskripsi ISIS.



